PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KUASA







Adjie,  Habib. 2008. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai 
Pejabat Publik, Bandung: PT.Refika Aditama. 
                        .2008. Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU 
No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  Bandung:Refika 
Aditama. 
.2011.  Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: 
PT.Refika Aditama. 
                       .2012.Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan. Bandung: 
Citra Aditya Bakti. 
Ali, Zainudin. 2013.  Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar 
Grafika. 
Anshori, Abdul   Ghofur. 2009.  Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif 
Hukum dan Etika).Yogyakarta:UII Press. 
Anwar, H.A.K.Moch. 1989.  Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP Buku II), 
Jilid I.  Bandung: Citra Aditya Bakti. 
Arief, Barda Nawawi. 1982.  Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan 
Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern 
(Selanjutnya di sebut dengan Barda Nawawi Arief II).Bandung: 
Banacipta.  
Atmasasmita, Romli.1989. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta:Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 
.2000. Perbandingan Hukum Pidana.Cetakan ke II.Bandung: Mandar 
Maju. 
Azheri,Busyra.2011.Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi 
Mandotary. Jakarta: PT.Raja Grafindo Press. 
Budiono,Herlien.2015.Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 
Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
  
Chazawi Adami. 2001. Kejahatan terhadap pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada  
Feri Antoni Surbakti, Mahmud Mulyadi. 2010. Politik Hukum Pidana Terhadap 
Kejahatan Korporasi.Jakarta: PT. Softmedia. 
Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi. 2010. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
Hadjon, Philipus M. 2001. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan 
Ketujuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
Harahap, M.Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP 
(Penyidikan Dan  Penuntutan),Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 
Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP. 
Jakarta: Sinar Grafika.    
Huijbers, Theo. 2007.  Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah,Cetakan ke-14. 
Yogyakarta: Kanisus. 
H.R,Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
Kansil ,C.S.T.dan Christine S.T. 1979. Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum. 
Jakarta:Pradnya Paramita. 
Kohar A.1984. Notaris Berkomunikasi. Bandung: Alumni. 
Kie, Tan Thon. 2000.  Studi Notariat dan  Serba - Serbi Praktek Notaris. Jakarta: 
PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. 
Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia.Bandung: P.T 
Citra  Aditya Bhakti. 
Lumban, Tobing, G.H.S. 1992. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga. 
Martokusumo,Sudikno. 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-6. 
Yogyakarta: Liberty. 
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group 
Mertokusumo,  Sudikno. 1986. Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar. Yogyakarta: 
Liberty. 
Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.  
  
Muhammad, Abdulkadir. 2004.  Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu. 
Bandung: Citra Aditya Bakti. 
Muhammad,Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya 
Bakti. 
Notodisoerjo, Soegondo Raden. 1982.  Hukum Notariat Di Indoensia Suatu 
Penjelasan. Jakarta: Rajawali Pers. 
Prakoso,Djoko. 1987.  Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi 
Pertama,.Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. . 
Prakoso,Djoko.1987.Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.Yogyakarta: Liberty. 
Prodjodikoro,Wirjono.1989,Azas-azas  Hukum  Perjanjian. Bandung: Sumur. 
Siahaan, Maruarar.  2011. Hukum Acara Mahkamah  Konstutisi  Republik 
Indonesia,  Edisi 2 Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika. 
Sianturi,S.R. 1996.  Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cetakan 
IV. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam. 
Sjaifurrahman. 2011. Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  
Akta. Bandung: Mandar Maju. 
Soesilo, R.1993. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 
Subekti, R. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-XXVIII. Jakarta: 
Intermasa. 
Hukum Perjanjian. 2005 Jakarta: Intermasa.  
Sulihandari,Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. 
Jakarta: Dunia Cerdas. 
Supriadi. 2012.  Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: 
Sinar Grafika 
Tedjosaputro, Liliana . 1994.  Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum 
Pidana. Jakarta: Bigraf Publishing. 







2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 
Pustaka Mahardika,Yogyakarta. 
 
3.  ARTIKEL / JURNAL / KAMUS 
 
Andi Mamminanga. 2008. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris 
Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan 
UUJN, Tesis yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas 
Gajah Mada.Yogyakarta. 
 
Barda Nawawi Arief. 1984. Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I. Semarang: FH 
UNDIP. 
Badudu dan Zain. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia,.Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan. 
Dinas Hukum Polri.1995. Penjabaran Unsur Pasal-Pasal Dalam KUHP dan Delik-
Delik Lain Di Luar KUHP. Jakarta. 
Indonesia  Legal  Center  Publishing. 2009. Himpunan  Peraturan   Perundang-
undangan  Jabatan Notaris & PPAT. Jakarta:Karya Gemilang. 
Mudofr Hadi, 1991, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Pembatalan Isi Akta 
Notaris Dengan Putusan Hakim. 
Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 
Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 166. 
Loqman Loebby.1995.Percobaan dan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, 
Bandung: Universitas Tarumanegara. 
  
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. Jati Diri Notaris Indonesia, Jakarta: 
Gramedia Pustaka. 
Pendapat dari Winanto Wiryomartini S.H.,M.hum. dalam seminar Bimbingan 
Pelatihan Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya Malang. 
Pleter E Latumeten. 2005. Dapatkah Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu 
Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal, 
Renvoi, Nomor 11.23.II.  
Setiawan, Hak  Ingkar  dari  Notaris  dan  Hubungannya  dengan KUHP (suatu 
kajian uraian  uraian yang disajikan dalam Kongres INI di Jakarta), 
1995. 
Soekanto, Soeryono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 





Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Edisi Ketiga). 
Jakarta: Balai Pustaka. 
Subekti, R.dan R.Tjitrosudibio. 1992. Kamus Hukum.Jakarta: Pradnya Paramita. 




Alwesius,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Pasal 66 UUJN  dan 
Tindakan Yang Dapat Kita Lihat Kedepan,  Diakses dari 
http://alwesius.blogspot.com/2013/05/putusan-mahkamah-konstitusi- terhadap. 
html. pada tanggal 18 Agustus 2017 pukul 20.23. 
 
  
Diah Sulistyani  Muladi, 2013, Pasca Putusan MK Kalau Notaris Benar dan 
Taat Hukum Mengapa Resah?.Diakses dari https: //www. Medianotaris .com/ 
groups/ 248567705262940/.pada tanggal 18 Agustus 2017pukul 16.53 
 
Etika Profesi Hukum di Era Perubahan,Imam Nasima Mahasiswa pascasarjana 
hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam Indonesian Law Society 
Utrecht. Yang di akses dari www.hukumonline., pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 
10.27. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris, diakses pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 
2017, pukul 12.16 WIB. 
 
Muhammad Fajri, Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan SidangPengadilan, Di 
akses dari  (http://www.ptpn5.com) pada tanggal 20 juli 2017, pukul 21.30 WIB. 
 
Perbedaan akta yang dibuat oleh Notaris dengan akta yang dibuat dihadapan 
Notaris, diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 10 agustus 2017 pukul 
15.23. 
 
Widhi Yuliawan, diakses dari: http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta-
kelahiran.html, pada hari kamis, tanggal 19 Juni 2017, pukul 08.47 WIB. 
 
https://www.google.com/search?client=firefox-pengertian+dan+jenis-jenis+akta + 
Ppat&oq=pengertian+dan+jenis-jenis+akta+ppat diakses pada tanggal 23 Juli 
Pukul 21.00 WIB. 
 
